
SALITAN

BUPATITANAH I,AUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPI.IruSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.4sl 968 -KrJMl2O22

TENTANG

PENETAPAN PEI.AKSAI'IAAN I.AYANAN BII{A MARGA OlY Cl{I, (BOC)

KABUPATENTANAH IAUT

BUPATI TAI{AH IAUT,

Menimbang a. bahwa ddem rarigla me*rujutlkan pelaksanaan
pelayanan perbaikan jalan dan jembatan rusak di
Kabupaten Tanah laut dengan cePat tanggap melalui
perrgaduan secara langerxrg dari maeyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapa.n Pelaksanaan layanan Bina
Marga On CoIt (BOC) Kabupaten Tanah Laut;

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [aut, Daerah
Tin$at lt Tapin, dan Daerah Tlrl.dkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahdn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27561 der:gan mengubah Undang-
Undang Daruxat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentu&an Daerah Tt,l,dk,.t II di Kalimantant
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1953

Nomor 9l sebaeai Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Irembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182O);

2. tlnd.ang-llndang Nomor 38 Tahun 2OM tentang Jalan
(l,embaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan
lembaran Negara Nomor 444U;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tafusn 2OO9 tentang Lalu
Lintat dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Tahun
2OO9 Nomor 96);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Iambaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O11

Nomo 82, Tambahafl Negara Republilr Indondsla
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tenta:ng

Perubahan Atan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Mengingat



2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2Ol9 Nomor 183, ?ambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 'fah:un 20t4 tentang
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244t Tambahan
Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55EA
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Urrdang Nomor 1 Talurn 2022 tentffrg
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerlnteh Daerah (IJmberan Ncgefti Republlk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan krnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) ebagai mana telah diubah dengan
Undang-Undang Norror 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan S€bagian Uruean Pemerintah di Bidang
Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lemtriran Negara
Nomor 3353);

8. Perattrran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahrm 2006 tentang
Jalan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

1O, Peraturan Daerah l(abupaten Tanah Laut Nemer 6
Tahun 2O16 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peranekat Daerah (Lembaran Daerah lGbupaten
Tanah lcrut Tahun 2016 Noaaor 6, Tamba.han

kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
1l.Pereturefl Daerah Kabupaten Taneh Laut Nomor 9

Tahun 2O21 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun AnSgaran 2022 llr;mfurart
Daerah Ka.bup.ten Taneh laut Tahua 2027 Nomor 9);



MENETAPI(AN
KESATU

KEDUA

KETTGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan layanan Bina

Merge On Cdll (BOCI Kabupeteh Tenah l^aut dengan
pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupa-kan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Pelaksanaan l-ayanan Bina Margp' On CaIl (BOC)

Kabupatcn Tanah l,aut rrntuk pcrbaikan jalan dan
jembatan rusak di Kabupaten Tanah laut dengan

cepat tanggap melalui pengaduan secara langsung

dari masyarakat.

Segpla biaya yanA timbul scbagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Ferubahan Anggarafl Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupa.ten Tanah l,aut pada Dinas Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten

Tanah Laut Bidang Bina Marga,

Keputusan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Jtuli20122
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I,AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH IAUT
NOMOR : 188.45/ 96 -KUM|2O22
TANGGAL :26Ju1i2022

ALUR PELAKSANAAN LAYANAN BINA MARGA ON CAIL (BOC}

KABUPATEN TANAH I,AUT

Dalam rangka mewujudkan percerytan pel'ayanan perbaikan ialar: der:

jembatan rusak di Kabupaten Tanah laut ma-ka, Dinas Pekerjaan Umr:m'
penataan Ruang dan Pertanahan Bidang Bina Marga meliincurkan kanal

aduan/ masukan/ informasi melalui media sosial intagram @boc-tanah-laut
dan/atau melalui aplikasi whatsaPp dengan nomor +62 8f 3-4322-6860
Dengan adanya kanal aduan / mast*an/ infor?rrasi dimaksud diha-rapkan

dapat meningkatkan peran serta masyarakat penguna jdan dan jembatan

dalam memberikan informasi kondisi jalan dan jembatn di kabupaten
Tanah l,aut.
Berikut bagan alur petraksanaan pelayanan Bina Marga On Call (BOC)

tersebut:

Pengaduan Jalan/ Jembatan
Via WhatsApp/ Instagram

Pencatatan Aduan / ResPon

Survey Iapangan



Analisa

Hasil

Survey

xoordinasi

dengan PPK

Penanganan Kerusakan

Selesai/
kerusakan tertengani

Dapat ditangani oleh BOC
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